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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut : 

Reintegrasi Sosial sebagai hak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur 

dalam Pasal 70 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Reintegrasi sosial korban 

kekerasan seksual bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban yang 

cenderung takut kembali ke masyarakat. Reintegrasi sosial dilakukan dengan cara 

memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban kekerasan seksual. Hal tersebut 

dilakukan dengan : menempatkan korban di shelter/rumah aman, memberikan 

motivasi dan dukungan bagi korban agar mampu kembali seperti biasa, 

berkomunikasi dengan keluarga korban agar mau menerima kembali korban 

sebagaimana adanya, serta menjalin kerjasama dengan RT/RW, Kelurahan, dan 

Polsek setempat untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan diatas, penulis mengemukakan saran 

sebagai berikut : 

1. Korban kekerasan seksual merupakan kelompok yang rentan akan rasa 

takut dan trauma sehingga diharapkan bagi Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban, Advokat, maupun Kelompok Sosial seperti Yayasan Gembala 

Baik dapat melakukan Kerjasama untuk menjalankan reintegrasi sosial 

bagi korban kekerasan seksual dalam rangka menciptakan rasa keadilan 

bagi korban. 
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2. Sebaiknya penegak hukum juga dapat melakukan kerjasama dengan 

berbagai pihak dalam menjamin keamanan dan kenyaman bagi korban 

kekerasan seksual sebagai bentuk pemulihan korban kekerasan seksual. 

Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan pelaksanaan dari UU TPKS sebagai 

payung hukum dari pelaksanaan reintegrasi sosial oleh penegak hukum. 

3. Sebaiknya masyarakat juga lebih aktif dalam menghormati korban 

kekerasan seksual melalui cara : tidak memandang korban kekerasan 

sebagai orang yang kotor, menghormati proses reintegrasi sosial, dan 

menjaga keamanan dan kenyamanan korban. 
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